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PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebulkan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi
pajak daerah;

b. bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau
kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau
badan yang memperoleh manfaat dari padanya, oleh karena itu
wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari
manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada daerah
melalui pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4740);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

Dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 );

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tenlang Penagihan

Pajak Dengan Sural Paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenlang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraluran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tala
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Sural
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 lenlang Tala
Cara Penjualan Barang Silaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

15. Peraluran Pemerinlah Nomor 137 Tahun 2000 lenlang Tala
Cara Penyanderaan, Rehabililasi Nama Baik Penanggung
Pajak, Dan Pemberian Ganli Rugi Dalam Rangka Penagihan
Pajak Dengan Sural Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4051);

16. Peraluran Pemerinlah Nomor 58 Tahun 2005 lenlang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraluran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 lenlang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraluran Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Dipungul Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah
Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Neger; Nomor 21 Tahun 2011;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang

Penunjukan Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional
sebagai Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan
Bangunan;

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang
Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak
Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

23. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010
tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah ;

24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GU RNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan ;
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
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BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam raturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. D rah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. erintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
r penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. ernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. an Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
rah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. inan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan para Wakil
a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
rta.

6. n Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan
ah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. la Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan
elola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Din s Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah
Kh us Ibukota Jakarta.

9. Ke la Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Pro nsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Pej at adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
dae h sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

11. uran Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
n persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

12. Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
a daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
ksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan

an secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
ar-besarnya kemakmuran rakyal.

13. Paja Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas
bum dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan
oleh rang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan,
kecu Ii kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perh anan dan pertambangan.

14. Bum dalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman
serta aut wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

15. Bang nan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara
tetap ada tanah dan/atau perairan pedalaman , danlatau laul.
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16. B an adalah sekumpulan orang danJatau modal yang merupakan
ke atuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
us ha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lai nya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah
(B MO) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,
da a pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
or nisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lai ya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

17. R ng Terbuka Hijau yang seianjutnya disebut RTH adalah kawasan atau
ar I permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk
fu si perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana kota/lingkungan, dan
at pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian.

18. Ka asan hijau Iindung adalah bagian dari kawasan hijau yang memiliki
ka kteristik alamiah yang perlu dilestarikan untuk tujuan perlindungan
ha tat setempat maupun untuk tujuan perlindungan wilayah yang lebih
lua

19. Ka asan hijau binaan adalah bagian dari kawasan hijau diluar kawasan
hij Iindung untuk tujuan penghijauan yang dibina melalui penanaman,
pe embangan, pemeliharaan maupun pemulihan vegetasi yang diperlukan
da didukung fasilitasnya yang diperlukan baik untuk sarana ekologis
ma pun sarana sosial kota yang dapat didukung fasilitas sesuai keperluan
unt k fungsi penghijauan tersebut.

20. Be a Cagar Budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak
be erak yang merupakan kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya
ata sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh)
tah n, atau memiliki masa gaya yang khas dan memiliki masa gaya
se rang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai
pe ing bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Juga termasuk
Be a Alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, i1mu
pe etahuan dan kebudayaan.

21. Sit adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda
cag r budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi
pe amanannya.

22. Ru ah Susun adalah suatu bangunan gedung bertingkat yang dibangun
dal suatu lingkungan yang terbagi dalam bangunan-bangunan yang
ters kturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal,
me pakan satuan-satuan yang masing-masing dapat memiliki secara
terp ah terutama tempat-tempat hunian yang dilengkapi dengan bangunan
ber ma dan tanah bersama.

23. Apa emen strata title adalah suatu bangunan bertingkat tinggi yang beratap
das yang biasanya ditinggali orang sebagai tempat tinggal milik pribadi,
yan bergandengan dengan milik bersama dalam bagian-bagian yang
dip ntukan bagi pemakaian bersama, biasanya penghuninya lapisan
mas arakat keatas, dengan dilengkapi sarana yang mewah dan modern.
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24. ai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata­
a yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui

rbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
ru, atau NJOP pengganti.

25. N ai Jual Objek Pajak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOPKP
a lah Nilai Jual Objek Pajak dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak
K na Pajak (NJOPTKP), sebagai dasar penghitungan pajak.

26. S rat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP
a lah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data
s jek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan
P kotaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan
d rah.

27. S at Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT,
a lah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi
d Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada
W ·ib Pajak.

BAB II

NAMA PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut
pajak s kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau
Bangun n.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Objek Pajak

Pasal3

(1) Obj k Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi
dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
ora pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usa perkebunan,perhutanan,dan pertambangan.

(2) asuk dalam pengertian Bangunan adalah :
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jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti
hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan
dengan kompleks bangunan tersebut;
jalan tol;

e kolam renang;
d pagar mewah;
e tempat olahraga;
f. galangan kapal, dermaga;
9 taman mewah;

h tempat penampungan/kiJang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
i. menara.
j. rumah susun.

k. apartemen strata title.

(3) K entuan lebih lanjut mengenai klasifikasi objek pajak sebagaimana
di aksud pada ayat (1) dan ayat ( 2 ) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal4

(1) 0 ek Pajak yang lidak dikenakan Pajak Bumi dan '8angunan Perdesaan
da Perkotaan adalah objek pajak yang:

a. igunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan
emerintahan;

b. igunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang
adah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang

idak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
e. igunakan untuk kUburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis

engan ilu;

d. erupakan eagar bUdaya yang tidak dimanfaatkan sebagai tempat
unian Itempat tinggal, dan kegiatan usaha atau sejenisnya,lidak
imaksudkan untuk memperoleh keuntungan ;

e. erupakan Ruang Terbuka Hijau (Kawasan hijau Iindung dan hijau
naan), hUlan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional,
n tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

f. gunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas
rlakuan limbal balik; dan

g. unakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang
etapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) nya Nilai JuaJ Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan
ar Rp.15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
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Bagian Kedua

Subjek Pajak

Pasal5

(1) Yan menjadi SUbjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ada h orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak
ata Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
me uasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

(2) Sub k Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan
kew jiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Peraturan Daerah
ini.

(3) Dal hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya,
Kep la Dinas Pelayanan Pajak atas nama Gubernur dapat menetapkan
subj k pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Wajib Pajak.

(4) Subj
rne
Paja

(5) Bila
pad
pen
dala
dima

(6) Bila
Pela
alas

k pajak yang ditetapkan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dapat
erikan keterangan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pelayanan
bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.

eterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud
ayat (4) disetujui, rnaka Kepala Dinas Pelayanan Pajak membatalkan
apan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan
sUd.

eterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Kepala Dinas
nan pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai
-alasannya.

(7) Apab a setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya
keter ngan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas
Pela nan Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang
diaju n itu dianggap disetujui.
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BAS IV

TARIF PAJAK

Pasal6

Ta f Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan
se gai berikut :

a. arif 0,01 % (nol koma nol satu persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak
anah dan/atau Bangunan kurang dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta

upiah);

b. arif 0,1% (no' koma satu persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah
an/atau Bangunan Rp.200.000.000,_ (dua ratus juta rupiah) sampai
engan kurang dari Rp. 2.000.000.000. (dua miliar rupiah);

c. arif 0,2% (nol koma dua persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah
an/atau Bangunan Rp.2.000.000.000._ (dua miliar rupiah) sampai
engan kurang dari Rp. 10000.000.000._ (sepuluh miliar rupiah);

d. arif 0,3% (nol koma tiga persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah
n/atau Bangunan Rp.10.000.000.000,_ (sepuluh miliar rupiah) atau

I bih.

BABV

DASAR PENGENAAN, DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal?

(1) pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adaI Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ).

(2) Besa nya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 1
(satu tahun.

(3) Pene pan besarnya NJOP sebagaimana dimaksUd pada ayat (2)
ditet kan dengan Peraturan Gubernur.
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Bagian Kedua

Cara Perhitungan Pajak

Pasal8

(1) Bes rnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan yang
lerh lang dihilung dengan cara mengalikan larif sebagaimana dimaksud
dal Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dal Pasal 7 ayal (1) selelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena
Paj sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayal (2).

(2) Kel luan lebih lanjul mengenai lala cara perhilungan PBB alas Rumah
Sus n dan Apartemen StrataTitle sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
j da k diatur dengan Peraturan Gubernur.

BABVI

MASA, SAAT DAN TEMPAT TERUTANG PAJAK

Bagian Kesalu

Masa Dan Saat Terutang Pajak

Pasal9

(1) Ta n Pajak adalah jangka waklu 1 (satu) tahun kalender.

(2) Sa yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak
pad tanggal 1 Januari.

Bagian Kedua

Tempat Terutang Pajak

Pasal 10

Tempat rUlang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan adalah
di Wilaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB VII

PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal11

(1) Pend taan dilakukan dengan menggunakan Sural Pemberilahuan Objek
Paja (SPOP)
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(2) S OP sebagaimana dimaksud pada ayal (1) harus diisi dengan jelas,
bar, dan lengkap serta dilandalangani dan disampaikan kepada Kepala
o as Pelayanan Pajak, selambal-Iambalnya 30 (liga pUluh) hari kerja
selah langgal dilerimanya SPOP oleh Subjek Pajak

(3) K enluan lebih lanjul mengenai lala cara pendataan dan pelaporan Objek
P ak sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dialur dengan Peraluran
G ernur.

Bagian Kedua

Penelapan Pajak

Pasal 12

(1) Be asarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayal (1),
G ernur menerbilkan Sural Pemberilahuan Pajak Terulang (SPPT).

(2) Gu ernur dapat mengeluarkan Sural Keletapan Pajak Daerah (SKPD )
dal m hal-hal sebagai berikul :

a. pabila SPOP sebagaimana dimaksUd dalam Pasal 11 ayal (2) lidak
isampaikan dan selelah Wajib Pajak ditegur secara lertulis oleh
ubernur sebagaimana dilenlukan dalam Sural Teguran;

b. pabiJa berdasarkan hasil pemeriksaan alau kelerangan lain lernyala
mlah pajak yang lerulang lebih besar dari jumlah pajak yang dihilung
erdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

BAB VIII

PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesalu

Tala Cara Pemungulan

PasaJ 13

(1) Pe ngulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkolaan dilarang
dibo ngkan.

(2) Sell Wajib Pajak wajib membayar pajak lerulang berdasarkan SPPT alau
SKP yang dilelapkan oleh Gubernur.

(3) Pem yaran Pajak yang terulang dalam SPPT atau SKPD sebagaimana
dima sud pada ayal (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
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Bagian Kedua

Tala Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 14

(1) P ·ak yang lerutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud dalam
P sal 12 ayat (1) harus dilunasi selambal-Iambalnya 6 (enam) bulan sejak
ta ggal dilerimanya SPPT oleh wajib pajak.

(2) P ak yang terhulang berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud dalam
P al 12 ayat (2), yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
b ambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam
ja gka waktu paling lama 1 (satu) bUlan sejak langgal dilerbilkan.

(3)

(4)

(5)

ernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan
9 ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
gangsur alau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga

esar 2% (dua persen) setiap bulan.

k yang terutang dibayar ke Bank Pemerintah, Bank Daerah, Unit
yanan Perbendaharaan Daerah - BPKD, Bank Swasta atau tempat
bayaran lain yang ditunjuk oleh Gubernur.

ntuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,
dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan

Pasal 15

(1) Gu ernur dapat menerbitkan STPD jika SPPT dan/atau SKPD tidak atau
ku ng bayar setelah jatuh tempo pembayaran.

(2) ST 0 merupakan dasar penagihan pajak.

(3) Ju lah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dalam STPD
gaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sanksi administrasi berupa
a sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima
) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(4) Ju ah pajak yang terutang berdasarkan STPD yang lidak dibayar pada
wa unya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
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Pasal16

Penag an pajak seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jaluh tempo
pemba aran, apabila :

jib Pajak alau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang
iliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan alau mengecilkan
iatan usaha yang dikerjakan di Indonesia;

e. di penyitaan atas barang Wajib Pajak alau Penanggung Pajak oleh
k keliga atau terdapat landa-tanda kepaililan.

d. iatan usaha akan dibubarkan alau ditutup oleh Gubernur; dan

c. apat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak alau Penanggung Pajak akan
bubarkan kegiatan usahanya atau menggabungkan atau memekarkan

u hanya atau memindahtangankan usaha yang dimiliki atau melakukan
pe bahan bentuk lainnya;

b.

a. jib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia unluk
s ama-Iamanya alau bernial untuk itu;

Bagian Keliga

Kadaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 17

akuan ulang secara lidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayal
rut b, dapal dikelahui dari pengajuan permohonan angsuran alau
daan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

unluk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa selelah
mpaui waktu 5 (lima) lahun terhitung sejak saat lerutangnya pajak,
ali apabila Wajib Pajak melakukan lindak pidana di bidang perpajakan
ah.

(2) Ka luwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
lert ngguh apabila :
a. ilerbilkan sural leguran dan/alau sural paksa; atau
b. a pengakuan ulang pajak dari Wajib Pajak.

(3) Dal m hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana
dim ksud pada ayal (2) hurut a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak
Ian al penyampaian Surat Paksa lersebut.

(4) akuan ulang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada
(2) hurut b, yailu Wajib Pajak dengan kesadarannya menyalakan
mempunyai ulang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerinlah
h.

(1 )

(5)
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Pasal 18

(1) tang Pajak yang tldak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
nagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) bernur menetapkan keputusan penghapusan Piutang Pajak Provinsi
9 sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayal (1).

(3) ta cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa diatur
gan Peraturan GUbernur.

BABIX

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 19

(1) W ib Pajak mengajukan keberalan kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak,at

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terulang;
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah.

(2) Ke eratan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
me yatakan alasan secara jelas.

(3) ratan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tlga) bulan sejak tanggal
imanya surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wajib Pajak,
ali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) a penerimaan Sural Keberatan yang diberikan oleh pejabat Dinas
anan Pajak yang ditunjuk untuk itu, atau tanda pengiriman Surat
ratan melalui pos lercatat, menjadi tanda bUkli penerimaan Sural
ratan bagi kepentingan Wajib pajak.

(5) Apa ila diminta oleh Wajib pajak unluk keperluan pengajuan keberatan,
Kep la Dinas Pelayanan Pajak wajib memberikan hal-hal yang menjadi
das pengenaan pajak secara tertulis.

(6) Pen juan keberalan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal20

(1) Kep a Dinas Pelayanan Pajak dalam jangka waktu paling lama 12
(dua las) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus
mem erikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
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(2) belum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan
asan tambahan atau penjelasan tertulis.

(3) putusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak atas keberatan dapat berupa
nerima seluruhnya alau sebagian, menolak alau menambah besarnya
lah pajak yang lerulang.

(4) lam hal keberalan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib
p .ak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (Iimapuluh
p rsen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi
d ngan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberalan.

(5) D lam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan sebagaimana
di aksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, wajib pajak yang bersangkutan
h us dapal membuktikan kelidakbenaran keletapan pajak tersebut.

(6) Abila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lelah lewat dan
Kala Dinas Pelayanan Pajak lidak memberikan suatu keputusan, maka
k eralan yang diajukan lersebut dianggap diterima.

Bagian Kedua

Banding

Pasal21

(1 )

(2) Per
lertul
(Iiga)
kepu

Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
dilan Pajak terhadap kepulusan mengenai keberatannya yang
kan oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

honan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waklu 3

bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan sural
san keberalan tersebut.

(3) Peng 'uan perrnohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak
samp i dengan 1 (salu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 22

(1 ) Jika
alau
dilam
lama

(2) 1mbal
pelun
Lebih

ngajuan keberalan atau permohonan banding dikabulkan sebagian
eluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan

ah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling
(duapuluh empat) bulan.

bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihilung sejak bulan
an sampai dengan dilerbilkannya Sural Keletapan Pajak Daerah
ayar.
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(3) 0 lam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
a inistrasi berupa denda sebesar 50% (Iimapuluh persen) sebagaimana
di aksud dalam Pasal 20 ayat (4) tidak dikenakan.

(4) D am hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib
p ak dlkenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari
ju lah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran
p k yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan .

BABX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal23

(1) I tansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
P rdesaan dan Perkotaan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian
ki erja tertentu.

(2) P mberian insentif sebagaimana d/maksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
A ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) K tentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan
in entif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
G bernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­
u angan.

BABXI

KETENTUAN BAGI PEJABAT

Pasal24

(1) P abat yang dalam jabatan atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung
de gan Objek Pajak, wajib :

a. menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan
perubahan keadaan objek pajak secara tertulis kepada Kepala Dinas
Pelayanan Pajak;

b. memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Kepala Dinas
Pelayanan Pajak.

(2) Ke aj/ban memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hu f b, berlaku pula bagi pejabat lain yang ada hubungannya dengan
obj k pajak.
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(3) lam hal pejabal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2),
t rikat dengan kewajiban unluk memegang rahasia jabatan, maka
k wajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan sepanjang menyangkut
p laksanaan Peraluran Daerah ini.

(4) T ta cara penyampaian laporan dan permintaan keterangan sebagaimana
d aksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh GUbernur.

Pasal25
Pejabat
ayat (1)
undanga

ng tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
an ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang_

Pasal26

Terhadap ai-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini,
berlaku k tentuan dalam Peraluran Daerah Nomor 6 Tahun 2010 TentangKetentuan mum Pajak Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERAlIHAN

Pasal27
(1)

dap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk
pajak 2012 dan sebelumnya berlaku ketentuan peraturan perundang_gan yang lama.

(2) Den Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum
diber kUkannya Peraturan Daerah ini, merupakan penerimaan daerah .

(3) Pada aat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraluran pelaksanaan yang
telah da di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
berda arkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan ngunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 T un 1994, tetap berlaku sepanjang tidak bertenlangan dan belum
diatur engan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan
Daera ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitu 9 sejak saat pajak lerutang.
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BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasa/28

Peralu n Daerah ini mulai berlaku pada langgal 1 Januari 2013.

Agar 5 tiap orang mengelahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraluran
Daerah ini dengan penempalannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusu bukola Jakarta.

Dilelapkan di Jakarta

pada langgal 30 Desember 2011

Diundangkan Jakarta

pada langgal 0 Desember 2011

SEKRETARIS AERAH PROVINSr DAERAH KHUSUS
I UKOTA JAKARTA,

~
AJAR PANJAITAN

NI 95508261976011001

OVINSI DAERAH KHUSUS
TAJAKARTA,

LEMBARAN 0 RAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 201 NOMOR 16
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PAJ K BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I. UMUM

berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
etribusi Daerah, maka Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
luasan objek pajak daerah sebagai sumber penghasilan tambahan.
pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang tersebut meliputi

pajak daerah yang telah ada, pendaerahan objek pajak pusat menjadi
alah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
penambahan objek pajak baru.

ber dana yang cukup berperan penting bagi kelangsungan dan
aksanaan pembangunan dan penyelenggaran urusan pemerintahan di

Khusus Ibukota Jakarta adalah penerimaan dari sektor pajak daerah,
rah memiliki sumber daya alam yang sangat terbatas, oleh karena itu
erah menjadi penerimaan andalan.

rangka melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan urusan
i Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sumber dana memegang
dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan dan pemerintahan .

Denga
Daerah dan
memperoleh p
Perluasan obj
perluasan basi
pajak daerah
Perkotaan, sert

Salah satu s
optimalisasi p
Provinsi Daer
mengingat Da
potensi pajak

Dalam
pemerintahan
peranan penti

Adanya p nambahan jenis pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan diha pkan dapat memenuhi kebutuhan finansial daerah yang selama ini
dirasakan masi belum mencukupi. Oleh karena itu dengan penambahan jenis pajak
daerah ini sert keleluasaan dalam menerapkan tarif pajak daerah (diskresi tarif)
sebagaimana manatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat mengoptimalkan pendapatan daerah
dalam pembiaya n APBD paralei dengan peningkatan pelayanan masyarakat.

Pajak Bu
dikenakan kep
kenikmatan da
daripadanya k
pembangunan d

Dengan di
hukum kepada

i dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang
a orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat atau

tanah dan/atau bangunan, wajarlah menyerahkan sebagian
ada daerah melalui pembayaran pajak untuk membiayai
kegiatan pemerintahan.

hkannya Peraturan Pajak Daerah ini, dapat memberikan kepastian
asyarakat dan dunia usaha di dalam memenuhi kewajiban
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perpajakan
masyarakat
profesional di

erah, dengan suatu harapan bahwa pengetahuan dan sadar pajak
emakin meningkat serat aparat pemungut pajak bekerja secara
asari pada prinsip good governance.

Sehubu gan dengan hal tersebut diatas , maka Peraturan Daerah ini mengatur
ketentuan m erial yang meliputi antara lain Objek dan Subjek Pajak, Tarif Pajak,
Dasar Penge aan dan Tata cara Penghitungan Pajak, Ketentuan mengenai masa
pajak dan saa terutang pajak serta ketentuan lainnya.

II. PASAL DE I PASAL

p je/as

dimaksUd dengan "kawasan" ada/ah semua tanah dan bangunan yang
kan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan d;
yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak

sahaan hutan dan tanah yang menjadi wi/ayah usaha pertambangan.

Pasai 1
CUkup je s

Pasal2
CUkup j s

Pasal 3

Ayat(1 )
Van
digu
tana
peng

Ayat(2)

Huruf
Cu

Huruf

ang dimaksud dengan "Jalan Tol" ada/ah jalan umum yang merupakan
b gian sistem jaringan jaJan dan sebagai jalan nasional yang
P nggunanya diwajibkan membayar tol

Huruf
C up je/as

Huruf d
Ya
ba
ya
Pe
Rp.

Huruf e
Ya
/ok
unt
bol
terb

9 dimaksud dengan "Pagar Mewah" ada/ah suatu konstruksi atau
unan yang terbuat dari tembok semen dan besi atau bahan lainnya

merupakan pembatas dari objek Pajak Bum; dan Bangunan
saan dan Perkotaan yang nilainya per meter persegi jalan sebesar
50.000. (dua ratus limapuluh ribu rupiah) atau lebih.

dimaksud dengan "Tempat O/ah Raga" adalah suatu tempat atau
i berupa tanah dan merupakan suatu bangunan yang dipergunakan
tempat o/ah raga, dan biasanya dipungut bayaran seperti lapangan
/apangan golf, lapangan tennis dan sejenisnya indoor maupuna.
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Hur ff

ang dimaksud dengan " Galangan Kapal dermaga " adalah Sebuah
mpat oi darat ataupun diperairan Ir '·~nore) yang digunakan untuk
elakukan pembangunan kapal, SE ang dermaga adalah suatu tempat

iperairan untuk bersandarnya kapal atau pemanfaatan lainnya.

Hur 9

ang dimaksud dengan " Taman Mewah" adalah suatu penataan ruang
erbuka dengan penanaman aneka pohon dan bunga serta fasilitas
aman lainnya berupa air maneur dan sebagainya, dengan nilai per meter
ersegi sebesar Rp 200.000. (duaratus ribu rupiah) atau lebih.

Huru h

ang dimaksud dengan " Tempat Penampungan /Kilang Minyak, Air dan
as dan Pipa Minyak " adalah suatu konstruksi yang digunakan untuk
enampungan air, gas, minyak dan bahan sejenis lainnya, sedang kilang
inyak adalah suatu pabrik yang mengolah minyak mentah menjadi

roduk petroleum, maupun produk-prodUk lainnya. Dan pipa minyak
dalah pipa yang digunakan untuk menyalurkan bahan minyak dari satu
mpat ke tempat lain penampungan.

Huru

ng dimaksud dengan "Menara" adalah suatu bangunan yang dibuat
uh lebih tinggi dari bangunan induknya, yang digunakan untuk
enempatkan kabel feeder, antena, Iistrik, telepon, yang dibangun diatas
nah atau dibagian atas suatu bangunan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Klassifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan
Pedes an dan Perkotaan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut
nilai j Inya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan
pengh ngan pajak yang terutang.

Pasal4

Ayat(1)

Huruf
C

Huruf b

Y 9 dimaksud dengan "tidak dimaksudkan untuk memperoleh
ke ntungzn" adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani
ke entingan umum, dan nyata tidak ditujukan untuk meneari keuntungan.
Ha ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran
ru ah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah,
so ai, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tertentu.
Te asuk pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai dengan
ket ntuan peraturan perundang-undangan.
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Huru c
ukup jelas

Huru d
ukup jelas

Huru
ukup je/as

Huru
ukup je/as

Huruf

kup jelas

Ayat (2)
Cuku

Pasa/5

Ayat(1 )
CUkup elas

Ayat(2)
CUkup las

n ini memberikan kewenangan Kepada Kepala Dinas Pelayanan
as nama Gubernur untuk menentukan subjek pajak Sebagai wajib
abila suatu objek Pajak be/um je/as wajib pajaknya.

Contoh:

1. SUbj k pajak bernama A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi
dan/ tau bangunan mi/ik orang lain bernama B bukan karena sesuatu hak
berd sarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian, maka dalam hal
A y 9 memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan
terse ut ditetapkan sebagai wajib pajak.

2. Suat objek pajak yang masih da/am sengketa pemi/ikan dipengadilan,
mak orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek
pajak ersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.

3. SUbj pajak dalam waktu yang lama berada di luar wi/ayah /etak objek
pajak sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada
orang tau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk
sebag i wajib pajak. Penunjukan sebagai wajib pajak oleh Kepala Dinas
Pelay an Pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

Ayat(3)
Ketent
Pajak
pajak,

Ayat(4)
CUkup jel
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Ayat(5
Cu p je/as

Ayat(6)
Cu

asarkan ketentuan dalam ayat in;, apabila Kepala Dinas Pelayanan Pajak
memberikan Keputusan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal

imanya keterangan dari Wajib Pajak, maka ketetapan sebagai wajib pajak
r dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan
tapan sebagai Wajib Pajak.

Pasal7
Ayat(1 )

Pen
a.

Pasal6
Cukup j las

tapan NJOP dapat dilakukan dengan:

rbandingan harga dengan objek lain yang seJenls, adalah suatu
ndekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara

embandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya
rdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;

b. lai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual
s atu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dike/uarkan
u tuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang
d urangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut;

c. N ai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual
s atu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak
t sebut.

Ayat(2)
Cuk jelas

Ayat(3)

Da m menentukan NJOP untuk penilaian objek pajak khusus secara
ind idual, dapat diserahkan kepada Kantor Jasa Penilai Publik atau pihakket a.

Pasa/8
Ayat(1)

Nil jual objek pajak tanah dan/atau bangunan sebelum dikalikan dengan
tar; pajak, dikurangi terlebih dahulu dengan batas nilai jual objek pajak
tida kena pajak sebesar Rp. 15.000.000.- (Iimabelas juta rupiah).

Co oh: 1

Waj Pajak A mempunyai objek pajak berupa :

nah seluas : 200 m2 dengan harga jual Rp. 500.000/m2
- B ngunan seluas : 100 m2 dengan harga jual Rp. 400.000/m2
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esarnya pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

Nilai jual tanah : 200 x Rp. 500.000.- "Rp. 100.000.000.-
Nilai jual bangunan : 100 x Rp. 900000.- "Rp. 90.000.000.-
Nilai Jual Objek Pajak Tanah danBangunan "Rp. 190.000.000.-
(Jumlah NJOP kurang dari Rp.200.000.000, penerapan tarif: 0,01%)
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak "Rp. 15.000.000.-
Nilai Jual Tanah dan Bangunan Kena Pajak "Rp 175.000.000.-

"Rp 17500.-

sarnya Pajak Terutang PBS:
1% x Rp.175.000.000._

ntoh: 2

jib Pajak B mempunyai objek pajak berupa :

Tanah seluas : 500 m2 dengan harga jual Rp.1.000.000/
m

2

Bangunan Rumah seluas : 350 m2 dengan harga jual Rp. 1.500.000/
m

2.
Pagar mewah seluas 150x2m dengan harga jual Rp.250.000/m2

B sarnya pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

ilai jual tanah : 500 x Rp. 900.000.- = Rp.500.000.000._
ilai jual bangunan rumah :

50 x Rp. 1.500000.- " Rp.525.000.000.
ilai jual bangunan pagar mewah :

50x2x Rp.250.000._ = Rp. 75.000.000.
ilai Jual Objek Pajak Tanah dan Bangunan

ila; Jual Tanah dan Bangunan " Rp.1.100.000.000._
umlah NJOP kurang dari Rp.2.000.000.000 penerapan tarif' 0,1%)
ilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak " Rp. 15.000.000._
ila; Jual Tanah dan Bangunan Kena Pajak " Rp.1.085.000.000._
esarnya Pajak Terutang PBB :

1% x Rp.1.085.000.000._ "Rp. 1.085000.-

Co oh: 3

Wa b Pajak C mempunyai objek pajak berupa :

nah seluas : 1.000 m2 dengan harga jual Rp.4. 000.000/m2

ngunan seluas: 700 m2 dengan harga jual Rp. 2.000.000/
m

2.
gar mewah seluas 300 x 2m dengan harga jual Rp.350.000.l

m
2

T man mewah seluas 200m2 dengan harga jual Rp.250.000/m2

Bes nya pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

- NI i jual tanah : 1.000 x Rp. 4.000.000.- " Rp.4.000.000.000._
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Nilai jual bangunan :

700 x Rp 2000000.- = Rp.1400.000.000.-
Nilai jual bangunan pagar mewah :

300x2x Rp.350.000.- = Rp.210.000.000.-
Nilai jual taman mewah :

200 x Rp.250000.- = Rp.50000.000- (+)
Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan Bangunan

= Rp.5.660.000.000_
(Jumlah NJOP kurang dari Rp.10000.000.000 penerapan tari!: 0,2%)

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp.15.000.000.- (_)
Nilai Jual Tanah dan Bangunan Kena Pajak

Besarnya Pajak Terutang PBB :
0,2% x Rp.5.645.000.000._

= Rp.5.645.000.000._

= Rp.11.290.000.-

,

ntoh : 4

ajib Pajak 0 mempunyai objek pajak berupa :

Tanah seluas : 1.500 m2 dengan harga jual Rp.6.000.000/m2

Bangunan seluas: 800 m2 dengan harga jual Rp. 2.000.000/m2.
Pagar mewah seluas 300 x 2m dengan harga jual Rp.350.000.lm2

Taman mewah seluas 200m2 dengan harga jual Rp.250.000/m2

B sarnya pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

Ni/ai jual tanah : 1.500 x Rp. 6.000.000._ = Rp.9.000.000000._
ilai jual bangunan :

00 x Rp. 2.000.000.- = Rp.1.600.000.000._
ilai jual bangunan pagar mewah :

00x2x Rp.350.000- = Rp.210.000.000._
ila; jual taman mewah :

00 x Rp.250.000- = Rp.50.000.000.- (+)
ila; Jual Objek Pajak Tanah dan Bangunan

= Rp 10860000.000._
umlah NJOP Rp.1 0.000.000.000 atau lebih penerapan tarif: 0,3%)

ilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp.15.000000._ (_)
ila; Jual Tanah dan Bangunan Kena Pajak

sarnya Pajak Terutang PBB :
3% x Rp.10.845.000.000._

= Rp.10.845.000.000._

= Rp.32.535.000.-
Ayat (2)

Cu p je/as
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Pasal9
Ayat(

Ayat(

Jangka waktu 1 ( satu ) tahun takwim/ kalender adalah dari 1 Januari
ampai dengan 31 Desember

arena tahun pajak dimulai pada tanggal 1 Januari, maka keadaan objek
ajak pada tanggal tersebut merupakan saat yang menentukan pajak yang

erutang.

ontoh:

. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2013 berupa tanah dan bangunan.
Pada tanggal 20 Januari 2013 bangunannya terbakar, maka pajak
terhutang tetap berdasarkan keadaan objek pada tanggal 1 januari 2013
yaitu keadaan sebelum bangunan tersebut terbakar.

Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2013 berupa sebidang tanah tanpa
bangunan diatasnya. Pada tanggal 10 Juli 2013 dilakukan pendataan,
ternyata diatas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak
yang terutang untuk tahun 2013 tetap dikenakan pajak berdasarkan
keadaan pada tanggal 1 Januari 2013, sedangkan bangunan baru
dikenakan pada tahun 2014.

Pasa! 10
CUkup j as

Pasal11
Ayat(1 )

o lam rangka pendataan, wajib pajak akan diberikan Sural P"mb"rit"huan
o iek P"j"k untul< di j~j Udll ulKemOalikan kepada Oinas Pelayanan Pajak.Ayat(2)

Y 9 dimaksud dengan jelas, benar dan lengkap adalah :

Je s, dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam surat
pe beritahuan objek pajak ( SPOP ) dibuat sedemikian rupa, sehingga
tid menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan daerah maupun wajibpaj k sendiri.

Be r, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang
se narnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga
per lehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/ pertanyaan yang
ad ada SPOP.

len kap, berarti seluruh kolom isian yang ada pada SPoP harus diisi
ra lengkap.

p jelas
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Pasa/12

Ayat(

urat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterbitkan atas dasar Surat
emberitahuan Obyek Pajak (SPOP), namun untuk membantu wajib pajak,
PPT dapat diterbitkan berdasarkan data obyek pajak yang telah ada pada
inas Pelayanan Pajak.

Ayat ( )

etentuan ayat ini memberi wewenang kepada Kepala Dinas Pelayanan
ajak untuk dapat menge/uarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
rhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagai
ana mestinya.
uruf a

Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP pada waktunya,
walaupun sUdah ditegur secara tertulis juga tidak menyampaikan
dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran, Kepala
Dinas Pelayanan Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Daerah secara jabatan , dan dikenakan sanks; administrasi sebesar
25 % (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.

uruf b

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang
ada pada Dinas Pelayanan Pajak ternyata jumlah pajak yang
terutang lebih besar. dari jumlah pajak dalam SPPT yang dihitung
atas dasar SPOP yang disampakan oleh wajib pajak, Kepala Dinas
Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah secara
jabatan dan dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar
25% (dua puluh lima persen) dihitung dari selisih pajak yang
terutang

Pasal 13

Ayat (1)
P
di

P
P
ha

Ayat (2)

C
Ayat (3)

Cu

Pasal 14

Ayat(1)

ungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan harus
ksanakan oleh aparat pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan
ungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilarang diborongkan adalah
ungutan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga atau swasta,
s dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

up jelas

up je/as
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Ayat (
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ontoh:

pabila SPPT diterima oleh wajib pajak tanggal 1 Maret 2013, maka jatuh
empo pembayarannya adalah tanggal31 Agustus 2013.

ontoh:

pabila SKPD diterima oleh wajib pajak tanggal 1 Maret 2013, maka jatuh
mpo pembayarannya adalah tanggal31 Maret 2013.

Pasal 16

CUkup jela

ontoh:

pabila pajak terutang dalam SKPD sebesar Rp.90.000.000,00 (sembiJan
uluh juta rupiah) yang terbit pada tanggal 1 September 2013, berdasarkan
urat Keputusan Pejabat yang berwenang, telah disetujui pembayaran
ngsuran sebanyak 3 (tiga) kali selama (3) tiga bulan berturut-turut dengan

J mlah yang tetap setiap bulan sebesar Rp.30.000.000,00 maka
rhitungan bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut :

Angsuran ke-1 (1 Oktober 2013):
2% x Rp.90.000.000,00 = Rp.1.800.000,00

Angsuran ke-2 (1 November 2013) :
2% x Rp.60.000.000,00 = Rp.1.200.000,00

Angsuran ke-3 (1 Desember 2013) :
2% x Rp.30.000.000,00 = Rp.600.000,00

Ayat (4)

C kup Jelas
Ayat (5)

C kup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)

C up Jelas
Ayat (2)

C up jelas
Ayat (3)

Cu up jelas
Ayat (4)

Da m hal tagihan pajak yang terutang dibayar setelah jatuh tempo yang
tel ditentukan, penagihannya dilakukan dengan surat paksa berdasarkan
Un ng Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan
Sur t Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19
Tah n 2000.
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Pasal 17
Ayat ( )

aal kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi
epastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat ( )

ukup jelas
Ayat (

ukup jelas
Ayat (

engakuan utang Pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan
esadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum
elunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (

ang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara tidak langsung
dalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
tang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
ontoh:

Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuranlpenundaan
pembayaran.
Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan.
Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi.

Pasal 18
Cukup las

Pasal1g

Ayat (1

Ayat (

eberatan terhadap SPPT dan SKPD harus diajukan masing-masing dalam
atu surat keberatan tersendiri untuk setiap tahun pajak.

ukup Jelas

Ayat (4

Ayat (3

etentuan ini dimaksudkan untuk memberi waktu yang cukup kepada wajib
jak untuk mempersiapkan surat keberatan beserta a/asan alasannya.

pabila ternyata batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi
eh wajib pajak karena keadaan diluar kekuasannya (force mayeur) maka

t nggang waktu tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk ~iperpanjang
eh Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

kup Jelas

kup Jelas

kup Jelas


